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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Implementasi the right self determination atau hak menentukan nasib sendiri 

dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak asasi manusia adalah sebuah hal yang tidak secara tertulis dituangkan 

dalam salah satu hukum positif Indonesia ini, hak menentukan nasib sendiri pula 

adalah sebuah hal yang termuat secara abstrak dan tidak secara eksplisit dalam 

undang-undang ini. Namun secara tersirat undang-undang ini memberikan 

beberapa hak yang cukup berhubungan dengan the right self determination atau 

hak menentukan nasib sendiri, hal ini dilandasi oleh adanya kebutuhan hukum 

Indonesia yang secara fundamnetal bersumber pada amanat Pancasila dan 

Konstitusi. 

2. Selanjutnya tentang penjaminan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di 

Indonesia tidak ditemukan dalam penjabaran Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, akan tetapi secara implementasi 

dewasa ini penjaminan terhadap kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di 

Indonesia adalah hal yang cukup baik dan progresif, mengingat tanpa 

mengeyampingkan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia 

(secara umum) dan tidak mengabaikan regulasi hukum internasional yang pada 

hakekatnya telah menjelma menjadi hukum positif Indonesia, Indonesia pada 

prekteknya pernah mengadakan referendum (untuk Timor Timur) beberapa tahun 
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silam, kemudian Indonesia pun memberikan otonomi kepada daerah-daerah 

diwilayahnya yang merupakan pengejahwantahan dari supremasi hak asasi 

manusia, dalam skala yang khusus adalah hak menentukan nasib sendiri. 

5.2  Saran  

 Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran terhadap isu hukum 

yang diangkat, yakni: 

1. Indonesia seharusnya bisa mengakomodir dan memuat secara eksplisit hak 

menentukan nasib sendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, walaupun dalam regulasi yang lain Indonesia 

telah meratifikasi ICCPR dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 

tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Rights. Dimuatnya hak menentukan nasib sendiri dalam Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dianggap perlu, sebab 

undang-undang ini dapat dikatakan sebagai regulation of guardian human rights di 

Indonesia. 

2. Dalam implementasinya the right self determination hak menentukan nasib sendiri 

jangan dianggap sebuah hal yang menakutkan, mencemaskan dan sebagainya, tapi 

hak ini sebaiknya dipahami sebagai sebuah hak yang diakui oleh masyarakat 

internasional dan harus dihormati. Kecemasan itu akan hadir ketika bangsa-bangsa 

yang ada di Indonesia merasa tidak memiliki Indonesia namun merasa hanya 

dimiliki oleh Indonesia, olehnya sikap nasionalisme dan pemerataan harus benar-

benar jelas dan berkelanjutan, serta bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. 
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3. Dalam diaspora Internasional, Indonesia harus terus konsisten dan terus menjadikan 

kepentingan nasional (dalam hal ini adalah aspek hukum) sebagai landasan yang 

utama. Tanpa harus mengenyampingkan hukum internasional yang telah diadopsi 

oleh Indonesia. 
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